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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 421.5/57/DPMPTSP .4,3/07/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GENOVA PASIR PUTIH
Di KABUPATEN LEMBATA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : A bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten Lembata maka perlu menetapkan zin Operasional
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menangah Kejuruan (SMK]);
b. bahwa permohonan Ketua Yayasan Kroman Malaka dari aspek administrasi dan
teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional
Penye'enggaraan Saluan Pendidikan Sekolish Menengah Kejuruan (SMK);

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, peru menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pananaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Genova Pasir Putih di Kabupaten Lembata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1858 lentang Pembentulan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1648);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidixan Nasional
(Lembaran Negara Republk [ndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 58, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ltentang pengelulaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomer 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5§105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tainbahan Lembaran

Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Naslanal Pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); )

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tenlang Wajib  Belajar
(LembaranNagara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);

7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Standar
pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang

Badan Akreditasi Sekolah;



Memperhatikan

Menelapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Tembusan ;

L N F R

Jakarna;

Manterd Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ol Jakarta;
Gubemur Nusa Tenggar Timur di Kupang (sebagal laporan);
Wakll Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang {sebapal laporan),
Sekretaris Daarsh Provinsl Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
Bupali Lembata di Lewolaba;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan

8. Peraturan Menteri Pe
; ndidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 ten
Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidkan Dasar t::g

Menengah;
10 D“Pmmwnn Guberur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16
ember 2022 tertang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli
2021 tentang Tata Cara Pelaksansan Konfirmasl Status Wajio Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertenty,

1. Surat Mendiknas N
0. 14/INPNIHK/2007 tanggal 24 Januari 2007 ten Prioritas
Pendirian Izin Sekolah Menengah: e

Surat Hetua Vayasan Kroman Malaka Nomor : 01-20/YKM-Pd/RIVII2023 tanggal
23 Juli 2022 tentang Permohonan ljin Operasional:

3. Rekomendas! Kepala Dinas Pendlidikan dan Kebudayaan Frovinsi Nusa Tenggara
Timur Nemor : B4B/3880/PK 2,5/2023 tanggal 10 Juli 2023,

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satusn Pendidikan Sekolah Menengah
Kejurvan (SMK) Genova Pasir Puth tferietak di JI. Pieter Boli Keraf Desa Pasir Putih
Kecamatan Nagawulung Kabupaten Lembata dengan Bidang Keahlian antara lain :

No. Bidang Program Kompetensi Lama
Keahlian Keahiian Heahlian Pandidikan
1 Keseahatan dan Keperawntan Asisten Keperawalan 3 Tahun
Pekeriaan Sosial
2 | Pariwisata Perhotelan dan Usaha Perjalanan 3 Tahun
Jasa Pariwisata Wisata

Izin Operasional inl dikeluarkan sebagai pedoman uniuk dilakukan proses penerimaan

Peseria Didik Baru (PDB);
Izin Operasional Ini berlaku § (lima) Tahun terhitung muial tanggal 18 Juli 2023 sampal

dengan langgal 17 Juli 2028, selelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Genova Pasir Putih berkewajiban memenuhi 8
(delapan) Star.dar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang barlakuy;
Keputusan inl mulal berlaku pada langgal ditetepkan dengan kelentuan akan ditinjau
kembali apablla pada kemudian hari ternyata lerdapat kekelruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 20 Juli 2023

n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Kepala Dinas Penanaman Modal
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Menengah, Kementerian Pendidkan Kebudayaan , Riset dan Teknologi Republlk Indonesia di
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8. Keopala Dinas Pendidikan dan Ketudayaan Provinsi Nuss Tenggara Timur di Kupang:

Kopala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupsten Lembala di Lewoleba;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Lembata di Lewoleba:

11. Koordinator Pengawas Kabupaten Kabupaten Lembata di Lewoleba.



